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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Keluarga lahir dari sebuah perkawinan yang sakral dan suci, dikatakan sakral 

karena perkawinan dalam sebagian adat yang ada di Indonesia merupakan suatu 

upacara yang memiliki nilai magis atau kepercayaan terhadap sesuatu yang memiliki 

nilai gaib, dan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa1. 

 Dewasa ini kehidupan dalam masyarakat semakin berkembang pesat dan 

beraneka ragam (dinamis), mulai dari gaya hidup atau Lifestyle sampai pekerjaan. 

Seiring dengan berkembangnya masyarakat dari suatu masa ke masa yang akan 

datang maka timbulah juga sesuatu yang baru dan terbarukan mulai dari pekerjaan 

yang dulunya dianggap bukan suatu pekerjaan yang mendapatkan penghasilan 

menjadi sesuatu yang menguntungkan, dan sampai gaya hidup yang semakin 

Hedonisme atau hanya memikirkan duniawi.  

 Tentunya dengan hal yang sedemikian, kita sendiri harus bisa memprediksi 

dan mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan, maka diperlukannya bekal 

ilmu yang cukup dan terukur, mulai dari pengetahuan sains sampai ilmu agama.

                                                             
 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan LNRI Nomor.1 Tahun 

1974  
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 Mulai dari belajar mengatur pola keuangan sejak dini, menjalankan pola hidup 

sehat, serta banyak mencari pengetahuan tentang ilmu cara dalam mendidik dan 

menata keluarga (Parenting) bagi pasangan muda yang ingin segera menikah dan 

menghalalkan hubungannya dimata agama serta sah di mata hukum agar dapat 

menjadi suatu keluarga yang sehat secara finansial, akhlak, serta cerdas secara 

intelekektual.  

 Hubungan dalam keluarga bisa dilihat dari hubungan antara suami dan istri, 

hubungan orang tua dan anak, dan hubungan antar saudara (Siblings). Dalam sejarah 

perkembangannya, hubungan antar suami-istri pada kelas menengah berubah dari 

hubungan yang ada pada keluarga yang institusional ke hubungan yang ada pada 

keluarga yang companionship. Hubungan antar suami-istri pada keluarga yang 

institusional ditentukan oleh faktor-faktor di luar keluarga seperti adat, pendapat 

umum, dan hukum. Baru kemudian dalam perkembangan selanjutnya, pengaruh 

faktor-faktor tersebut mulai berkurang dan berubah atau berevolusi menjadi 

hubungan antar suami-istri lebih didasarkan atas pengertian dan kasih sayang timbal 

balik serta kesepakatan mereka berdua.2 

 Menurut perspektif dari Scanzoni hubungan suami-istri dapat dibedakan 

menurut pola perkawinan yang ada. Beliau menyebut ada 4 macam pola perkawinan 

yaitu Owner Property, Head Complement, Senior-Junior Partner, dan Equal Partner. 

                                                             
 2 T.O.Ihromi.2004.Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Yayasan Obor  Indonesia, Jakarta: 

hlm. 38 
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Pada pola perkawinan Owner property, istri adalah milik suami sama seperti uang 

dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri 

adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anaknya serta menyelesaikan 

tugas-tugas dalam rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk 

menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dalam pola perkawinan seperti ini berlaku 

norma:3 

1. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuh semua 

keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami. 

2. Istri harus menurut pada suami dalam segala hal. 

3. Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami. 

4. Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa membawa 

nama baik Keluarga. 

 Pada pola perkawinan Head-Complement, istri dilihat sebagai pelengkap 

suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih 

sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman , pengertian dan komunikasi yang 

terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara 

bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi 

keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-

anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi 

waktu luang. Norma dalam pola perkawinan ini masih sama seperti dalam owner 

                                                             
 3 Ibid, hlm.60 
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property, kecuali dalam hal ketaatan. Dalam perkawinan Owner Property, suami bisa 

menyuruh istrinya untuk mengerjakan sesuatu, dan istri harus mau melakukannya 

meski merasa atau dalam keadaan terpaksa. Tetapi dalam pola perkawinan Head-

Complement suami akan berkata “silakan kerjakan” sebaliknya, istri juga berhak 

untuk bertanya, “mengapa” atau “saya rasa itu tidak perlu”. Maksudnya dalam pola 

perkawinan seperti ini suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan 

terakhir tetap ada pada tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan istri 

sebagai pelengkapnya.4 

 Pada pola perkawinan Senior-Junior Partner, posisi istri tidak lebih hanya 

sebagai pelengkap suami, namun sudah menjadi teman atau belahan jiwa (Soulmate). 

Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis, 

meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri 

tidak lagi sepenuhnya bergantung untuk hidup pada suami. Namun penghasilan istri 

tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status 

sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang 

lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status 

sosial suami.5 

 Ciri perkawinan seperti inilah yang banyak terdapat sekarang ini. Istri bisa 

melanjutkan sekolah atau karir suami didahulukan. Istri juga bisa merintis karirnya 

                                                             
 4 Ibid, hlm. 34 

 5 Ibid, hlm. 40 



5 
 

 

sendiri setelah karir suami sukses. Dalam pola perkawinan seperti ini istri harus 

mengorbankan karirnya demi karir suaminya. Dikalangan beberapa instansi 

pemerintahan, suami harus menjalani tugas di daerah sebelum bisa dipromosikan ke 

pangkat yang lebih tinggi, demi karir suami inilah, seringkali istri rela berkorban.6 

 Pada pola perkawinan Equal Partner, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau 

rendah di antara suami dan istri. Istri mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk 

mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. 

Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa 

menjadi pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suami. 

Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang 

dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya 

menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh”.  

 Dalam pola perkawinan ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami 

mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik dibidang pekerjaan 

maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil diantara suami dan istri, 

saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Istri mendapat 

dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak 

dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu 

sebagai pribadi sangat diperhatikan.7 

                                                             
 6 Ibid, hlm. 45  

 7 Ibid, hlm. 104 
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 Namun dengan pola perkawinan yang telah dikemukakan tersebut, harapan 

yang suci untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang lahir dalam perkawinan 

masih sering di nodai dengan aksi kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap 

kaum perempuan maupun anak-anak yang sering menjadi korbannya. Tingkat 

kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan menjadi suatu fenomena yang sering 

menjadi bahan perbincangan setiap kalangan masyarakat.  

 Dengan sikapnya yang lembut, dan terkesan tidak berdaya perempuan sering 

menjadi korban diskriminasi, pelecehan, hingga kekerasan. Kekerasan yang sering 

terjadi identik dengan kekerasan fisik seperti penganiayaan, dan juga kekerasan 

secara psikis atau kekerasan terhadap mental korban. Perempuan yang menjadi 

korban kekerasan umumnya berusia antara 21 tahun keatas dan berasal dari berbagai 

golongan, misalnya; ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil, pebisnis, dan bahkan 

pejabat publik.8 

 Padahal kekerasan sendiri termasuk kedalam suatu kejahatan, dalam disiplin 

ilmu kriminologi, kejahatan merupakan suatu kata yang digunakan untuk melukiskan 

perbuatan yang tercela (wrongs) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. 

Atas dasar pengertian tersebut maka tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu 

merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan yuridis. Hal ini disebabkan 

                                                             
 8 Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Surabaya: 

hlm 10 
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secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia 

yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.9 

 Pada umumnya kaum perempuanlah yang sering menjadi korban kekerasan 

dalam rumah tangga, serta seringkali dianggap sebagai pihak yang menjadi kambing 

hitam atau dalam kata lain disalahkan, padahal sesungguhnya mereka hanyalah 

sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Keberadaan atau eksistensi 

mereka pada saat ini masih kerap termarjinalkan dan cenderung dikucilkan.  

 Tindak kekerasan yang terdapat dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu 

hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak 

pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

misalnya, pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 

KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya10. 

 Secara umum kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya telah diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didalam bab tentang kejahatan 

terhadap kesusilaan, misalnya perkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur dalam 

Pasal 285 KUHP, terhadap perempuan yang sedang pingsan Pasal 286 KUHP, 

perempuan dibawah umur Pasal 287 KUHP dan perkosaan terhadap istri dibawah 

umur Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul/ pelecehan seksual Pasal 294 KUHP, 

perdagangan perempuan Pasal 297 KUHP, dan penganiayaan istri Pasal 356 KUHP. 

                                                             
 9 Syarifuddin Pettanasse, 2015, Mengenal Kriminologi, Penerbit Unsri, hlm.25 

 10  Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Surabaya: 

hlm 1. 
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 Penempatan pasal-pasal tersebut dibawah bab tentang kejahatan terhadap 

kesusilaan (Crime Againts Ethics) sendiri menimbulkan persoalan konseptual karena 

eksistensi perempuan direduksi menjadi nilai-nilai kesusilaan belaka dan bukan 

dalam rangka melindungi eksistensinya sebagai manusia11. 

 Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk nyata 

diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Kekerasan tidak hanya terjadi pada 

perempuan, tetapi juga anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi 

korban kekerasan. Kekerasan adalah merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat 

fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain.12 

Selanjutnya, menyadari adanya permasalahan yang kompleks dan kelemahan 

substansial dalam draft naskah akademis, maka tim perumus dirasa perlu untuk 

memperbaiki kelemahan substansial, metodologis, maupun sistematika penulisan 

draft naskah akademis Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga mulai diberlakukan aturan tersebut pada Tanggal 22 

September 2004. Sejak saat itu, kasus-kasus yang terjadi dalam lingkup rumah tangga 

tidak lagi diproses berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Kitab Unndang- 

Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan ditangani berdasarkan Undang-Undang 

                                                             
 11  Ibid, hlm.6. 

 12 Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta: 

hlm. 21. 
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Khusus tersebut. Dengan suatu harapan para pencari keadilan lebih merasa 

diperhatikan dan terlindungi dengan adanya Undang-Undang baru tersebut. 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, dijelaskan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah  tangga 

(ekonomi) termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga13.  

 Didalam kehidupan berumah tangga kecil kemungkinan tidak terjadi 

keributan atau percekcokan dan perdebatan antara suami dan istri, dan hal tersebut 

sering dianggap wajar oleh sebagian masyarakat, karena hal tersebut wajar terjadi 

guna mencapai suatu kesepakatan dan kenyamanan bersama antara suami dan istri 

yang memiliki pemikiran yang serupa namun sering tak sama. Namun efek yang 

ditimbulkan dari keributan tersebut seringkali tanpa disadari dapat memicu terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik dan psikis. Keutuhan dan 

kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat 

dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga 

                                                             
 13 Pasal 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, LNRI Tahun 2004 Nomor 95. 
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timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam 

lingkup rumah tangga tersebut.14 

 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan : Setiap orang dilarang melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, 

dengan cara: 

a. Kekerasan Fisik; 

b. Kekerasan Psikis; 

c. Kekerasan Seksual; atau 

d. Penelantaran Rumah Tangga.15 

 Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah suatu hal yang baru, termasuk di 

Indonesia. Selama ini sering kali terdengar dalam banyak kasus, kekerasan dalam 

rumah tangga ialah kekerasan fisik dan psikis, karena bentuk kekerasan tersebutlah 

yang merupakan hal yang sering terjadi dan bukan suatu hal tabu untuk menjadi topik 

perbincangan didalam masyarakat.  

 Dengan demikian kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus 

menerus bagi perempuan didunia, anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih 

rendah dari laki-laki membuat masalah kekerasan merupakan hal yang menakutkan 

                                                             
 14 Moertihardiati Soeroso, Op.cit., hlm.60  

 15Pasal 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. 
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bagi perempuan. Ketentraman perempuan dan tindakan kekerasan merupakan salah 

satu Fear of Criminal (Ketakutan terhadap kejahatan). Hal ini dapat dibuktikan 

dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ditahun 2016 dalam kota 

Palembang rupanya masih cukup tinggi, berdasarkan data dari Women’s Crisis 

Center (WCC) Palembang, tahun 2016 tercatat ada 202 kasus kekerasan yang 

berhasil dikawal, sementara masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

luput dari perhatian, hal in tentu saja menambahkan satu cerita kelam bagi perempuan 

Palembang. Dari total 202 kasus kekerasan, terdapat sebanyak 75 kasus pemerkosaan, 

67 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Dalam Pacaran 

sebanyak 32 kasus, perdagangan perempuan yang sudah terjadi sebanyak 4 kali dan 

sisanya 24 kasus dengan berbagai motif.16 

Kemudian data dilansir oleh media seperti Detiksumsel.com, menyebutkan di 

kota Palembang saja, sampai bulai November 2016 terdapat 2.532 perkara yang 

diterima dan 1.830 diantaranya tentang perceraian,  dari jumlah tersebut perkara cerai 

gugat mencapai 78% dan berbanding jauh dengan talak cerai 22%. Jika dibandingkan 

dengan tahun 2015 lalu, data tersebut memang meningkat. Sebab, tahun lalu hanya 

ada 1646 perkara. Rinciannya, sebanyak 22% cerai talak dan 78% gugat cerai.17 

 

                                                             
 16 Women’s Crisis Center, Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Palembang 

Masih Tinggi,  https://www.laskarwongkito.com, diakses pada 1Oktober 2017. 

 17 Diposting oleh AMS, 2016, Wow, Selama 2016 Ada 1.830 Janda Baru di Palembang 

http://www.detiksumsel.com, Di akses tanggal 18 Oktober 2017.  

https://www.laskarwongkito.com/11819-2/
http://www.detiksumsel.com/
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Tabel 1 

JUMLAH PERCERAIAN YANG TERJADI DI KOTA PALEMBANG 

TAHUN TALAK CERAI GUGAT CERAI JUMLAH 

2013 418 Perkara 1.444 Perkara 1.863 Perkara  

2014 375 Perkara 1.222 Perkara  1.597 Perkara 

2015 361 Perkara 1.285 Perkara 1.646 Perkara 

2016 403 Perkara 1.427 Perkara 1.830 Perkara 

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1.A Palembang, Per November 2016 

 Diketahui, berdasarkan alasan pengajuan perkara, ada beberapa faktor 

penyebab perceraian di kota Palembang. Hal yang mendominasi adalah faktor 

ekonomi. Selain itu juga kekerasan dalam rumah tangga dan faktor lain seperti pihak 

ketiga (perselingkuhan) dan lain-lainnya. Seiring dengan sering terjadinya kekerasan 

yang dialami oleh kaum perempuan, oleh karenanya Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan18.  

 Hal tersebut terjadi karena sudah menjadi stigma atau pandangan di 

masyarakat bahwa laki-laki dalam hal ini Suami, merasa lebih kuat dan merasa 

berkuasa (Superior) dibandingkan dengan kaum perempuan yang identik dengan 

kelembutan dan lemah gemulai (Inferior), namun kekerasan yang terjadi tersebut 

bukanlah suatu hal yang bisa ditolerir dan bisa diterima secara normal. Perspektif 

yang kemudian berkembang dalam pemikiran masyarakat ialah bahwa kekerasan 

hanya dapat terjadi pada kelompok berpendidikan dan berpenghasilan rendah atau 

tingkat perekonomiannya miskin, tapi kenyataan yang dilihat dari data yang 

                                                             
 18Ester Lianawati,2008, Kekerasan Terhadap Perempuan Diseluruh Dunia dan Psikologi 

Dalam Ranah Hukum, http://esterlianawati.wordpress.com, diakses pada 1 Oktober 2017. 
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terkumpul, justru menunjukkan kasus kekerasan yang terjadi tidak hanya terjadi di 

kaum masyarakat miskin tapi pejabat pemerintah juga ada yang melakukan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).19 

 Pada perkembangan dewasa ini menunjukkan, tindak kekerasan dalam rumah 

tangga secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada 

kenyataannya tidak jarang terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang 

memadai untuk mengurangi bahkan menghapus KDRT. Pembaharuan hukum yang 

berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan 

sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama KDRT. Serta belum juga 

ada peraturan yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah 

tangga.  

 Sesungguhnya kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dikatakan sebagai 

tindak pidana terhadap nyawa dan badan, kehormatan, kemerdekaan pribadi 

seseorang yang jika direnungkan korban dalam kekerasan tersebut melibatkan 

kerugian fisik dan psikis, yang biasanya kekerasan fisik dapat melibatkan 

pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat (2), 

Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 

28I ayat (1),(2),(4),dan (5), serta pasal 28J ayat (1) dan (2).20  

                                                             
 19T.O.Ihromi, Op.cit, hlm.115. 

 20 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
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 Pelanggaran psikis dapat digolongkan dengan tindak pidana kehormatan 

terhadap pribadi seseorang. Karena kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga 

biasanya melibatkan perasaan dan batin seseorang sehingga menimbulkan rasa 

terhina pada diri sendiri akibat ucapan atau perbuatan seseorang, yang dapat 

menyebabkan seseorang tersebut menjadi depresi, tertekan dan menjadi kurang 

produktif dalam menjalankan perannya sebagai wanita karir serta istri dan ibu rumah 

tangga. Karena seyogyanya “nama baik dan kehormatan” menjadi hak seseorang atau 

hak asasi setiap manusia.Karena hal tersebut telah dilindungi, yang tertuang dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusan “menista” pada Pasal 310 pada ayat 

(1) dengan bunyi sebagai berikut:21 

“Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan 

menuduhkan  sesuatu hal padanya, dengan maksud supaya hal itu diketahui 

oleh umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama Sembilan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 

 Kenyataan yang terjadi pada lingkungan masyarakat saat ini, kekerasan dalm 

rumah tangga tidak selalu terjadi dengan kekerasan fisik maupun psikis, tetapi dapat 

juga terjadi terhadap kekerasan seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh suami 

terhadap istri. Kekerasan seksual jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri 

dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera 

                                                             
 21 Pasal 310, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 18 
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seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Pemaksaan hubungan 

seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri tersebut merupakan bentuk 

kekerasan seksual yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.22 

 Penelantaran Rumah Tangga atau kekerasan ekonomi memiliki 2 golongan 

tindak kekerasan : 

a. Kekerasan ekonomi yang berat misalnya berupa tindakan eksploitasi, tindakan 

manipulasi dan tindakan pengendalian lewat sarana ekonomi, seperti 

memaksa korban untuk bekerja dengan cara eksploitatif termasuk dalam hal 

ini pelacuran, melarang korban untuk bekerja akan tetapi menelantarkannya, 

bisa juga mengambil tanpa sepengetahuan dan juga tanpa persetujuan dari 

korban, merampas dan ataupun memanipulasi harta benda milik korban. 

b. Adapun kekerasan ekonomi yang ringan misalnya berupa upaya-upaya 

dengan sengaja yang menjadikan si korban merasa tergantung atau merasa 

tidak berdaya secara ekonomi atau merasa tidak terpenuhi apa yang menjadi 

kebutuhan dasarnya. 

 Menurut M. Rezfah Omar yang merupakan Koordinasi Divisi Pelayanan 

Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk 

Keadilan (LBH APIK) sebagaimana dilansir oleh Republika, menyebutkan bahwa 

                                                             
 22 Pasal 8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419  
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kekerasan terhadap wanita yang dilakukan oleh suami biasanya diawali dengan 

kekerasan secara psikis, kemudian terus naik menjadi kekerasan fisik dan kemudian 

dengan kekerasan ekonomi.23 

 Merujuk dari kasus diatas perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) khususnya perempuan, masih sangat kurang, padahal kasus-

kasus tersebut masih sering terjadi. Jika dilihat lebih dalam efek yang ditimbulkan 

dari pemaksaan hubungan seksual antara suami istri tersebut lebih banyak menyerang 

kesehatan jiwa atau psikis korban daripada fisik. Menurut Suryakusuma, efek 

psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. 

Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatic, serta gangguan makan dan 

tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat 

tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu 

secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara psikologis. 

Istri yang teraniya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha 

menyembunyikan bukti penganiayaan mereka24.  

 Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah 

tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenal ketentuan dalam hukum 

pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan 

                                                             
 23 Fanin, 2010, 4 Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga, http://www.fanind.com, diakses 

pada 29 Oktober 2017 

 24 Keumalahayati, Kekerasan Pada Istri dalam Rumah Tangga Berdampak Terhadap 

Kesehatan Reproduksi, http://pkko.fik.ui.ac.id/files/, Diakses pada 2 Oktober 2017, Pukul. 14.03 

WIB 

http://pkko.fik.ui.ac.id/files/
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karena adanya pengaduan. Masalah pengaduan dalam hal ini merupakan suatu hal 

yang sangat sulit dilakukan oleh korban, karena dengan melaporkan tindak pidana 

kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu dalam 

dirinya jika aib dalam keluarganya diketahui oleh masyarakat. Disisi lain aparat 

penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada 

pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum pidana dalam hal ini perlindungan 

korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi 

kepada pelaku. 

 Dari uraian yang telah disampaikan di atas dapat diambil pemahaman bahwa 

beberapa aturan tentang perlindungan terhadap korban KDRT telah dibuat oleh 

pemerintah, namun seiring dengan itu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam 

rumah tangga juga semakin meningkat, dan jika dilihat serta ditarik dari benang 

merah berdasarkan yang telah dijelaskan, penulis membuat suatu hipotesa atau 

kesimpulan berupa pernyataan sementara, bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa 

terjadi pada semua lapisan masyarakat dan disetiap latar belakang pendidikan. 

 Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan 

oleh suatu ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, namun lebih 

merunut kepada ketidaksetaraan peran kekuasaan antara laki-laki dan perempuan 

pada suatu kehidupan dalam perkawinan. Pembagian peran sosial terhadap laki-laki 

dan perempuan menyebabkan terjadinya ketidaksamaan kedudukan dan ketidakadilan 

terhadap perempuan.  
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 Berdasarkan latar belakang itulah penulis kemudian tertarik untuk mengkaji 

dan membahas sedikit lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap 

perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dikota 

Palembang dalam suatu proposal usulan penelitian dengan judul : 

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penelantaran Rumah 

Tangga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Ekonomi Dalam Rumah 

Tangga Di Kota Palembang. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, kemudian timbul pertanyaan-

pertanyaan yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Perempuan sebagai 

Korban Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga yang tertuang dalam Pasal 10 

Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  

Rumah Tangga di Kota Palembang ? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya Penelantaran Rumah 

Tangga sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?     

C. Ruang Lingkup  

 Untuk melakukan penelitian ini, penulis ingin membatasi ruang lingkup yang 

akan menjadi objek penelitian kepada pembahasan yang berhubungan dengan 
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pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan, 

penelantaran  rumah tangga di kota Palembang yang dilakukan oleh pihak Pengadilan 

Agama Palembang Kelas 1A Kota Palembang, Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang dan lembaga sosial 

masyarakat Women’s Crisis Center Kota Palembang. 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan dan 

permasalahan-permasalahan yang di kemukakan di atas yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya 

kekerasan ekonomi dalam rumah tangga di kota Palembang, berdasarkan 

Pasal 10, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

2. Untuk menjelaskan bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap 

perempuan sebagai korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga, sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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E. Manfaat Penulisan 

 Manfaat yang ingin diapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun 

segi praktis, sebagai berikut: 

E.1. Dari Segi Teoritis 

1. Bermanfaat bagi akademisi yang memiliki keinginan mengembangkan 

ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana dan bagian dari pidana dan 

pemidanaannya. 

2. Mengetahui secara pasti apakah Peran Negara yaitu pemerintah, 

lembaga sosial dan masyarakat dalam melakukan penegakan hukum 

dalam upaya menjamin keselamatan seseorang atau kelompok yang 

menjadi korban kekerasan supaya merasa aman dan terlindungi hak-

haknya sebagai manusia. 

3. Mengetahui sejauh mana suatu keadilan terhadap korban 

kejahatantersebut dapat terpenuhi melalui perlindungan hukum 

terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

E.2  Dari Segi Praktis : 

1. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak terutama 

masyarakat luas yang mengetahui dan mengalami suatu tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Dapat memberikan suatu pembelajaran mengenai apa-apa saja yang 

tergolong tindakpidana kekerasan dalam rumah tangga dan seperti apa 
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bentuk perlindungan yangdiberikan terhadap korban tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga. 

F. Kerangka Teori 

 Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, 

karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam 

menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan 

sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan25. 

 Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa teori yang menjadi pendukung 

permasalahan - permasalahan yang sudah dipaparkan diatas teori tersebut berupa : 

1. Teori Utilitas 

 Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang 

terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan 

sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan tidak 

diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi 

sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan. 

2. Teori Efektifitas Hukum 

 Menurut Soejono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 

oleh 5 faktor yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum sebagai 

                                                             
 25H.Nawawi, 1995, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, 

Yogyakarta: hlm. 39-40 
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pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas 

yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana lingukungan 

hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor masyarakat seperti hasil 

karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 

hidup26 

3. Teori Perlindungan Hukum 

 Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan, Perlindungan Hukum adalah 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.27 

G. Metode Penulisan 

1. Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian pada skripsi ini, dilakukan sesuai dengan tujuan dari ruang 

lingkup penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan tipe penulisan hukum 

yuridis empiris yaitu untuk menggambarkan suatu data yang ringkas dan 

sistematis, dan kemudian selanjutnya akan diambil kesimpulan yang dapat 

menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini. 

 

                                                             
 26 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8  

 27 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009, Metode Penelitian Hukum, Konstleasi, dan 

Refleksi,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 177 
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2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan masalah yang digunakan : 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), metode pendekatan 

yang dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-

Undang Dasar dengan Undang-Undang lainnya.   

b. Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan yang dilakukan dengan 

dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum 

yang dihadapi. 

c. Penelitian Hukum Sosiologis (Sociolegal Approach), penelitian terhadap 

identifikasi hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan, menjelaskan 

fenomena hukum yang terjadi sangatlah luas seperti relasi kekuasaan dalam 

konteks sosial, budaya, dan ekonomi.28 

3.  Jenis dan Sumber Data  

 Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan juga dilengkapi 

dengan data kepustakaan, sedangkan mengenai jenis data berupa:  

a. Data Primer 

Pada data ini dilakukan pengumpulan data lapangan (field research) dengan 

cara mengadakan wawancara yang tidak terstruktur yaitu dengan menyiapkan 

                                                             
 28 Saipul Anam, 2017, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam 

Penelitian Hukum, www.Saplaw.top, di akses 12 Mei 2018 

http://www.saplaw.top/
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daftar pertanyaan terlebih dahulu tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-

variasi pertanyaan yang dilakukan sewaktu dalam wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data yang akan diambil dari penulisan adalah data sekunder dengan 

mengumpulkan serta mengkaji literatur dan dokumen yang ada kaitannya  

dalam penulisan skripsi ini, dimana data tersebut terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangan-

undangan, bahan hukum yang dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan 

bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini yang masih berlaku. 

Sehingga dalam penelitian ini bahan hukum  primer yang digunakan meliputi: 

a) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

b) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1984 Tentang (CEDAW) 

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang Berat. 
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g) Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian 

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan 

meliputi : 

a) Buku-buku hukum 

b) Hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah dari kalangan hukum. 

3) Bahan hukum tersier 

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi : 

a) Koran.  

b) Kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan dan Internet 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan 

Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan menggunakan 

daftar pertanyaan sebagai pedoman.. Adapun sampel penelitian ini yaitu di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang , Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Selatan 

dan Women’s Crisis Center Kota Palembang. 
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b. Studi Kepustakaan  

Perpustakaan merupakan kegiatan penelusuran kepustakaan untuk 

mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berfikir, khususnya 

referensi yang relevan dan berasal dari teori-teori.29 

5. Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Non-Statistik, yaitu data-data yang tidak dapat 

diangkakan, merupakan metode menganalisis data kualitatif. Data Kualitatif 

biasanya diolah atau dianalisis berdasarkan isinya (substansinya), analisis non-

statistik ini sering juga disebut dengan analisis inti (Content Analysis) yang 

mencangkup analisis deskriptif, kritis, komperatif, dan sintesis. 

6. Penarikan Kesimpulan 

 Teknik Penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penarikan kesimpulan deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan 

berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang 

bersifat umum.30 

                                                             
 29 P.Joko Subagyo, 2004, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, PT.Rieneka Cipta, 

Cetakan Keempat,Jakarta:  hlm.38 

 30 Rismarhaesa, 2015, Pengertian Penalaran Kesimpulan Deduktif dan Induktif, 

https://wordpress.com, Diakses pada 5 Oktober 2017 

https://wordpress.com/
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